PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR |[( TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

'. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATI REJANG LEBONG,

Menimbang ! a. bahwa untuk mendayagunakan arsip keuangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan
efisien, guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan
arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Rejang Lebong, serta melaksanakan ketentuan Pasal 53
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, maka perlu diatur jadwal retensi arsip
kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong,

. b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Rejang Lebong tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);




Memperhatilan

10.

T
L}

. Nomor 12 Tahun 2011 tentang
g;rgl?:ﬁtgl{::nmgemmmn Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N{fmur 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234j;

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang
g;ﬁﬂﬁgﬁ:?gamh sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
psgfag::tmn Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 I"h::mur 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854);

PErat]ura.n Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 'Il‘ahun ZD[IIrEl
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1953);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 33 Tahun 2012
tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Arsip Nasional
Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian;

Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomeor : B-
PK.02.09/167/2018 tanggal 27 Desember 2018 Hal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi
Kepegawaian Pemerintah Daergh Kabupaten Rejang
Lebong;

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2018
tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rejang Lebong.




Menetapkan . PERATURAN BUPATI

MEMUTUSKAN :

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

REJANG LEBONG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

.3,

AL

10.
3

12.
13.

14,
15.

16.

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. ;
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sﬂluasr—tuasn}fa dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. )
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong, .

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. , .
Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan,
pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta
sumber daya lainnya.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara
pemindahan arsip inaktif dard unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan
arsip yang tidak memilikd nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Dinas.,
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesual dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat
dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, persesrangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus
MEenerus.

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki
nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan
dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh
Badan Arsip.

Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi
kepentingan pengpuna arsip,

Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi
kepentingan Pemerintah Daerah,

Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi lﬁepenﬁngan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar
Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai bahan bukti dan bahan
pertanggungjawaban nasional /daerah,
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17.Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu
2 i a3 : n vang berisi rekomendasi
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan ¥ g Der !
mntang pcnﬂt&paﬂ suatu jenis ara_ip d_i_l"l'lllﬂl:!ﬂh]{anp d.l]’:lﬂal kcmbﬂ.ll atau
dipermanenkan yang di pergunakan sebagal pedoman penyusutan dan
enyelamatan arsip. : ;

18. Eadfval Retensi ArI;ip Kepegawaian yang selanjutnya disebut JRA chlfﬂgawanan
adalah daftar yang berisi jenis/seri arsip kepegawaian beserta jangka waktu
penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai

edoman penyusutan arsip kepegawaian., . .
lg,Eparatur pSip:!:rl Negara }rgng pSB]E.ﬂ_‘illme. disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemerintah. : :

20. Berkas Perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karier
Pegawai Negeri Sipil. e

21, Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap
suatu jenis arsip. . .

22. Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip Fada Unit Pengula.hl.

23. Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jemis arsip pada Unit
Kearsipan /Pusat Arsip. .

24, Closed File adalah pernyataan suatu kegiatan dinyatakan selesai atau berkas
sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi sebagai awal penentuan
retensi arsip. Pernyataan closed file dituangkan pada kolom retensi arsip aktif
dalam jadwal retensi arsip

25. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa jenis arsip
dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak
memilild nilai puna lagi.

26. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis
arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan
kepada Arsip Masional Republik Indonesia sebagai bukti pertanggungjawaban
sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing,

27, Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan vang menyatakan bahwa suatu
jenis arsip belum dapat ditentukan rekomendasi akhirnya apakah dimusnahkan
atau dipermanenkan, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian
kembali.

28, Unit Kearsipan adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

29, Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas
dan tanggung jawab mengolah arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan
arsip di lingkungannya.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaécsudkm sebagai pedoman dalam penyusutan dan
penyelamatan arsip yang berkaitan denpan arsip kepegawaian di lingkun
Pemerintah Daerah. e B TR £ i

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam pengelolaan
arsip terutama dalam melakukan penyusutan dan penyelamatan arsip yang
berkaitan dengan arsip kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.




BAR I11
RUANG LINGKUP JRA KEPEGAWAIAN

Pasal 3
(1) JrRA Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah memuat jenis arsip, retensi
atau jangka waktu simpan dan keterangan sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inj.
(2) Retensi atau jangka waltu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan batas minimal Jjangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian,
{3) Retensi atau jangka waktn simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
giﬂtentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai
rikut :
4. retensi  aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di unit pengolah; dan ,
b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit
kerja terkait dan kepentingan lembaga.
(4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi yang
menetapkan arsip dipermanenkan, dimusnahkan atau dinilai kembali,
(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan
pertimbangan ;
'.' a. keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
b. keterangan permanen ditetapkan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan atau nilai guna sekunder:; dan

c. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang dianggap berpotensi
menimbulkan sengketa hukum.

BAB IV
FENENTUAN JRA KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Penentuan JRA Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah dihitung setelah
kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak
berubah lagi atau closed file.

. BAB V

JENIS ARSIP KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Jenis arsip kepegawaian meliputi :
kebijakan di bidang manajemen kepegawaian;
penyusunan dan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara;
formasi dan pengadaan pegawai;
mutasi pegawai;
pengembangan kKarir;
kinerja aparatur sipil negara;
kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun pns;
bantuan hukum;
status dan kedudukan pegawai:
sistem informasi kepegawaian:
pengawasan dan pengendalian;
administrasi pegawai;
. kesejahteraan pegawai;
administrasi perseorangan; dan
penilaian kompetensi,
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal ¢ Aprl 2019

BUPATI REJANG LEBONG,

H. HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal ¢ Apr| 2019

KABUPATEN ANG LEBONG,

!
| KASUERAL
DiKAS

PEMRAKARSA | N

H. R. A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 528§



JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

Lampiran Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor i Tahun 2019

Tangeal Yy Apwil 2c9

JENIS DOKUMEN |/ ARSIP

RETENSI

[}

AKTIF

E

14

|
L]
=

2 Tahun sejak ditetapkannya kebijakan

3 Tahun

- Peramusan kebijalan

yang terbarm

. Penetapan kebljalan

3
4. Pemberian muqi!,'_m dan ﬂw
A
a

1} #mmgﬂrmm'm

. |B. Penyusunan dan Penctapan Hebutubhon Aparntur Sipll Negarm

1. Perencanssn Kebutubasn ASN

2

A Bahan penyusunan rencana kebutuhan

b. Analisis Kebutuhsn

Tahun sejak data diperbahan (update)

1} Aparatur Sipil Negara

2) Pegawai Pemerintah dengan Perfanjian Kera [PPPK)

. Pengolahan data kebutuhan

2. Perencanaan Pertimbangan Formasi

"2 Tahun ssjak kegiatan

a. U Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN

diperiangmingiawahlon / disdie

b. Pertimbangan teknis penetapan formasi dearan dinas

Musnah

3. B pan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara,

2 Tahun sejak penetapan keputusan vang

terbaru

Musnah

4. Btandarisasi Jabatan

& Informasi Jabatan

h. Kompetensi Jabatan

2 Tahun sejak standar bar ditetapkan

o, Klasifikasi Jabatan

C. Formas| dan Pengadaan Pegawal

-

1. Formasi ASN

8. Usulan Formasi disertai dengan

3 Tahun sejak penetapan keputisan yang

terbaru

1} Analiss Jalbatan
2] Beban Kerja

b. Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RH dan Kepala BEN

e. Persetujuan Formasi

| Permanen |




WO,
JENIS DOKUMEN | ARSIP TENSI EETERANGAN
(1)
AHT 1IN AKTIF
d. Penetapan Formasl ) I*H" 5 (&)
e. Penetapan Formazi Khusus _—
3. Pengadaan ASN
& Proses Reloutmen ASH =
2 Tahun sejak Penetapan kepuiusan yang a Tahun Musnah
b. Penetapan Pengumuman Kelulusan terbaru "
2 Tahun sejak penetapen keputusan yang |3 Tahun Musnah
¢ Berkas Lamaran yang Tidak Terima 1 ?ummthm j
albiun sejak keglatan 1 Tahun Musnsh
d. Mot Usul ASH dipertanggungiawabican /diaudit R
Wﬂi _1 Tahun Sejak penetapan keputusan yang 1 Tahun Muisnalhy
= Bidd _terbara
Cpen ing | Seloksi Terbuka Jabetan | % Tahun seiak kegiatan 3 Tahun Musnah
dipertangrungiawabloan ) diaudit
3. Sistem Rekrutmen ASN . e
2. Pengelolaan sistem rekratmen = Tﬂ';..mmnﬂumm wmbkgnfﬂaudit = et Ml
1} Standar dan prosedisr sistom reloutmen dan seleks pegawai S
2) Kisi-kisi dan materd soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian
3) Evaluasi dan anslisis kelayakian materi kompetensi
b Fasilitasi Penyelenggarann Seleksi I Tahun seiak keg
A — riak kegiatan 1 Tahun Musnah
1) Pelaysnen teknis dan administrasi selekail kompetens: dasar dan kompetens] kepegawaian dipertanpgungawablim / diaudi
2) Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi =
3} Sertifikas] dan pelaporan
2 penyiapan dan pengelolasn sertifileat kelulusan
b pengelolaan laporan dan evahzasl sslelosi N
@ |D. Mutasi =
1. Usulan Alih Status, Pindah lostanst, Pindsh Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan "1 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan | 1 Tahun Musnah |
____ Sementara, Mutasi antas Perwalilan, Mutasi ke dan dar Perwakilan, Pemindahan Sementaca, selesai dilak=arakan

Persetujuan /Pertimbangan Kepala BEN/BED

2. Usulan Henaikan panghkat! gelongan/ jabatan

_1 Tahun anjak penetapan keputusan yang |

3. Usulan penganglatan dan pemberhentian dalam jabatan strulctural / fungsional i ? !J'lh:nﬁ:ejak penetapan keputusan yang
4. Penetapan Perubahan Data Dasar | Status/ Kedudukan Huloam Pegaoai 1 Emm?ujak penelapan keputusan yang
5. Usulan Peninjauan Masa Kerja i}%ﬁﬁwnm kcputusan yang
6. Berkas Baden Pertimbangan Jabatan dan Pangleat 2 Tahun sejak

kegiatan
T dipertanggrungiawabian /diaudit




HND.
JENIS DOKUMEN | ARSIP T
{1} ——— RETENSI | gETERANGAN
Pa K 2 AKTIF 1IN ARTIF
5. |E. Harir i 151 ]
1 UII I.Ilﬂ.ﬂ. B Tjin B= Dﬂda: Kl.lﬂ'l.'li Ujian Dinas ek Kerla di = ——— ]
1;:“1 { Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1 Yabuan sejak selensingm ) Tehun Momy
Perencanaan dan penyusunan anslisis kebu L
"2) Pelaksanaan ity pertanggungiasaban suaty prngasan
3]  Pelaporan SHice A
4] ljazah § 31"#delewa -
T UsilenF ian Lo = 1 | STTPL ) / Sertifilean . - = =
- — Tahun sejak data diperbaharui fupdate] | —— o
4 Fl.‘-'.'l:l.]"lilﬂ.'lilﬂﬂl‘l karier -
2 Tahun sejak penetapan keputusan yang | 3 Tahiin Musnah
— e terbasa
4. Standar Kinerja Pegauni | SKP) dan Penilsian Prestas| Kera L Tahun s&jak berakhimya masa tahun 1 Tahun Musnah
5. Angla Kredit
8  Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 1 Takin scjak kegiatan 1 Takon Musnah
i jawablean  disudie =
b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angla Kredit 1 Tahun sejak kegiatan | Tahun Musnah
dipertanggengiawabkan / dizudit
6. |F. Kinerja .
1. Hasil Penilatan ldnera dan standar kerja 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan | 3 Tahun Musnah
a.  Sistem penilaian kinerja ASH welesal dilaksanakan
b. Standar kinerjs jabatan pegawal ASN
«. Penilaian kinerja pegawai ASN
2. Pengelolaan database dan i wurmmﬁnmjnpegmm T Tohun =setelah sistem anau data A Tahun Permanen
A.  Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN __ diperhaharul
b. Amnalisis sistem informasi Kinerja pegawsai ASN i = —
c. Telnis penilaian kinerja ASN Sy 5 A .
3. Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinegja jabatan pegawad ASN 2 Lmﬂ_mmmm diryatakan | 3 Tahun Musnah
esai ]
— 1
- 1
E— —_— —-—TT—
7. |G. Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN i Eepullisan 3T B ———
1, Kods Etlk Pegwrai A Tabun, aejak pevitagan Rop yang |3 Tehin | Permancs
) ok keputusan 3 Tabun | 5o———|
T ] e
a.  Penegalkcan Disiplin L b T
b. Peninglkatan Disiplin — 5 e, e Ak el keputusan yang | 3 Tahun | g————
7 Tahun sejak penstapan Tahun ;
3. Pemberhentian T terbau _'_'M“l‘—-—-—
& Pemberhentian dengan hormat =t T
b. Pemberhention tidak dengan hormat = _._‘_,______‘_‘_
¢, Pemberhentian sementara = PR

TUVE

" TR




wo. JENIS DOKUMEN [ ARSIP ~ RETERSI KETERANGAN

T AHTIF 1N AKTIF
[T 2] nﬁm ] 6)
4. Pensiun
a Tjﬂmmhmunfi;;nkmm 1 Tahun setelah pene prvme: |1 Tahun Musnah
2) Perckaman dan pemeliharaan data pensiun e —
b. Penetapan Pensiun ASN 1 1 Tahun Musnah
= Tahun sejak hale dan kewajiban hakis

¢ Pemetapan Pertimbangan telnis pensiun ASN

_ | Tahun setelah penetapan pensiun 1 Tahum Musnah

d_Pensiun pejabat negara dan janda | dudanya 1 1 Tahun | Permanen
1} Administrasi pensiun Pejabat Negara ~— Tahun sefak hak dan kewsjiban habia
zghnﬁ:mpmdunquabunﬂua

3] Penetapan pensiun janda | duda pejabat TiGEATA

2 7 3 Tahumn Musnah
1. Pemberian Bantuan Huknmm Tahun sejak selesainya
L pertangaangiawaban suatu penugasan =

2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan | 3 Tahun Musnah
lesai dilaksanakan

. |I. Status dan Hedudukon Pegawol 2 Tahun sejak proses kegiatan dinyatakan | 3 Tahun Musnah
1. Pertimbangan status kepegawsian selesad dilaksanakan | —1
A Analisis status kepegawaian
b, Penyusunan pertimbangan status kepegawaian
2. Pertimbangan kedudukan kepegawatan
. Analisis kedudukan kepegawaian

10.[J. Sistem Informasi Eepegawaion
L. Pengolahan data dan miormasi kepegawaian _2 Tahun seteleh sistem atan data
a_ Pengalahan Data diperhaharui
i 1) Pengelolaan database kepegasaian ASN
2) Penyelesaian permasalahan data kepegewaian ASN
b Informasi kepegawaian
1} Penyajian infermasi dan penyusunan tabel referensi kepegaaaian ASH
2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensd kepegawadan non ASN
4) Fengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik : —
Mﬂ:ﬂgﬁiﬂ@mp 2 Tobusts SSUBIAR SLSON A0 0K
diperbaharut




b

3} Pengelolaan arsip kepegawaian elektranic

I " -__________——_._._
ey JERIS DOKUMEN | ARSIP —— EETEWSBI = KETERANGAN
1 | 2] ARTTF IN AKTI
3. Pengembangan sistem lran arsj p—— [E0] ] [ a——
I &, elelcronik e e
1) Verifikasi dan dan distribus Arsip kepegawsian — A Tahun setelah sistem atau dats 1 Tahun Perzoancg
2} Perekaman dan arsip ke, i 1

b.  Arsip Kepegawaian Fistc

L Tahun sejak proses kegiatan dinyataiean | L Tabun Mviyosh
_ selesai dilabsanakan
11K, Pengawasan dan Fengendalian ¥
1. Formasi, pengadaan dan pasca dilklat ‘ﬁm“qum 3 Tabun Musnah
& Pelaksanann peraturan perindang-undangan dipertanggungiorablan / disudit
b. Menitoring dan Evaluasi
¢. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
2, Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan 2 Tahun sejak kegatan 3 Tahun Musnah
L] &  Pelaksanaan : i jawahlcan fddandit
b. Monitoring dan Evaluasi =
€ Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan
3. Gaji dan tunjangan, kesejahterann dan kinerja 2 Tahun sejak kegiatan 3 Tahun Musnah
2. Pelaksanann peraturan perundimgundangan dipertangmungswablan f disudit
b, Monitoring dan Evaluasi
©. Rekomendasi, evaluasi dan pﬂhpm’a_g_ 5 —
4. Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN 2 Tahun ssjak keglatan 4 Tahun Musnah
4. Pelaksanaan pecaturan perundang-undangan dipenanggungiawablan f disadit
=) b._Monitoring dan Evaluasi :
¢ Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan o
5 den 2 Tahun sejak kegiatan 4 Tahun Musnah
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 7 ; F i
&. Berkas sanggahan iechadap Prrmasatahan Tenaga Honorer 2 Tahun sejak penstapan keputusan yang | 3 Tahun Musnah

terbaru

L. Administrasi Pegawal

1. Surat Perintah Dinas | Surat Tugas

2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cutl Tahunan

: Tahun sejuk selesainys
— pertangrungjewaban suatu penugasan

—_—

L 'l-‘nhl.u: sefak proses keglaran dinyatakan
— selesad dilakzanakan

3. Cuti Alasan Penting

1 Tahun sejak proses kegintan dinyatakan

— gelegad dilaksatakan

4, Cuti Besar dan Cutl MWH&E&&

1 Tahun setelah gislem ata dats

diperhahan
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JENIS DOEUMEN | ARSIP

TENGI GAN
—_— RETENSI KETERAN
12 Lt LE (&)
5. Dokumentasi Indentitas Pegawal (L] 2 Tt:ll:mu Saanah |
& Usul Penstapan Karpep /KPE /Karis Karen e R
b. Keanprotasan Organisasi aasi Profesif Hedinasan

©. Laporan Pajak Pesghasilan zilan Pribadi [ LP2P)

— parbesaj

d. Keterangan | Peneriamaan Pemb

A Tahun stjak proses kegiatan dinyatalan
d-'l-[ﬂl‘ﬁmahn

—.EM'P.L"G"___JMIEH
&, mﬂmmmmmumnmmim 1

13.

7. Berkas Pengurusan Kenallan Gaji Berkala, Mutas Giaji | Tunjangan

M. Kesejahtersan Pegawal

sulezss

1
Tahun sejak proses kegiatan dinyatalan

1 Tahun

Musnah

Tahun sejak proses kegiatan dinyataloan
dilaksanakan

1 Tahun

Musnah

. Berkas tentang Layanan Pemebharasn Lesehatan

. Berloas tentang Lavanan Asuransi Pegawal [ BRJS

Borkas tentang Layanan T

! Tahun sejak hak dan kewsjiban habis

tMusnah

Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial

B'Eﬂmﬂtnllmﬂﬁ Layanan Palkaisn Dinas

Berkas tentang Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas

. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
Berkas tentang Pemberian Piagam Pe

I b ] e

dan Tanda Jasa

Berkas tentang Layanan Olahraga dan Relaeasi
10, Berkas tentang Medical Record

14.

. Mnﬂn.hd:ull‘mum

i Bﬁhupwutﬂm Aparatar Sipil Hegara
B:r]ml'Lama.ran]'lnﬁ erima

2 Tehun sejak penetapan pensinn

Nota penetapan NIP dan

8 Tahun

Surat Tanda Lulus Pelatihan Prajabatan,

8K Penganghkatan ASHN = o=
[ SK Peninjausn Masa Kedja

Sk Kenaikan

Surat Fu-narm.n Melak kcan Tugas, Mendudulbd Jabatan dan Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantilkan

SK Pe dalam Jabatan atan Pemberhentian dari Jabatan Struktural (Fungsional

5K Perpindahan Wilayah Kerja

SK Perpindahan Antar [nstansd

Sk Cuti di Luar Tanggungan ri&gm:l.{CLTl'ﬂ
Beriti Acara Pemerilcsaan

b alo|o
P?FFP"-”' Pl [ele o |

SK Hulouman Jabatan, Hubuman Disiplin ASN

EK Perk an Dipekerjakan di luar Instansi Indulk

—_— e ——n —

e




1 JENIS DOKUMEN / ARSIP o RETERST AT KETERANGAN
I 2] = n i 8 _
_ =
1. Berkas Penilaian Kompetesnsi 1 Tahun sejak rﬂnﬁ 1 Tehun L
2. Hasil Penilaian Kompetensi ___diperianggungawablan) diaudit
B 2 Tahun sejak kegiatan 3 Tahun Mososly.
dipertanpoung awabkan | diaudit
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